
tentang 
dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah .. clacrah Kabupaten 
Lingkungan Provinsi .Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undarig-Undang Nomor l 8 Tahun 2002 ten tang 
Si stern Nasional Pcnclitian, Pcngernbangan, dan 
Penerapan llrrru Penget.ahuan dan Tcknologi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 84, Tarnbah an Lcrnbar an Negara 
Republik Indonesia Nomor 42 J 9); 

J. Undn ng Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional 
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 
200'1 Nomor 104, Tarnbaha n Lernbaran Negara 
Repuhlik Indonesia Nornor 4421 ); 

: l. Mengingat 

- --- .. 
• 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraruran 
Bersama Menteri Dalarn Negeri dan Menteri Negara 
Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan 
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistern 
Inovasi Daerah serta mempercepat perwujudan 
masyara.kat Biora yang maju, rnandiri, berclaya saing, 
dan seiahtera, rnaka perlu penguatan daya dukung, 
kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah, 
melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada 
ilmu pcngctahuan dan tcknologi (lptek); 

b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang 
inovatif sangat. berperan dalam memperkuat daya 
clukung, kapasitas dan peningkatan claya saing 
daerah. perlu adanya Sis tern Inovasi Daerah 
Kabupatcn Blora untuk mcrnperkuat pcncrapan 
itmu pengetahuan clan teknologi pada seluruh 
aspek pernbangunan; 

c. bahwa bcrclasarkan pertirnbangan sebagairnaria 
dirnaks ud d alarn huruf a clan huruf b, perlu 
rnenerapkan Peraturan Bupati rentang Penguat.an 
Sistern lnovasi Daerah Kabupatcn Blora ; 

Menimbang 

BUPATI BWRA, 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

PENGUATAN SISTEM !NOVAS! DAER.AH KABUPATEN BLORA 

TENT ANG - 
PERATURI\N BUPATI BLORA 

NOMOR 19 T/\HUN 20 IS 

BUP/\TI BLORA 

/ 



-- 

--- 

4. Unda ng-Urida ng Nornor 12 Tahun 20.l l t ent ang 
Pern benrukan Perat uran Perundang-uridangan 
(Lern bara n Negara Rcpublik Indonesia Ta h u n 
2011 Nornor 82, Tarnbah an Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 

5. Un.darra-Und ang Nornor 23 Ta h un 2014 ten tarig 
Perner intahan Daerah (Lembaran Negara 
Rep ubl ik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, 
Ta mbah an t.ernba ran Negara Rcpu hlik Indonesia 
Nornor 5587j sebagaimana tclah diubah 
bcbcra pa kaii tcrakhir dengan Undang-Undang 
No:nor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Ata s Undang-lindang Nomor 23 Tahun 2014 
tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, 
Tarnba han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pcmcrintah Nornor 20 Tahun 2005 
tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelekrual 
Serta Hasi l Penelilian dan Pengembangan oleh 
Perguruan Tinggi dan Lernbaga Penelitian dan 
Pen gem bangan (Lem bar an Negara Republik 
Indonesia Ta h un 2005 Nomor 43, Tambahan 
Lernba r an 'Negara Republik Indonesia Nomor 
4497); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
ten tang Pedoman Pern binaan clan Pengawasan 
Pcnyclenggaraan Pemerintnhan Daerah 
[Lcrnbarun Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lem bara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Pera tu ran Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 
tcn ta ng Pem bagian Urusan Pcrncrintahan 
Aruara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provin si, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupater.y Kota (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 2007 Nomor 82, Tarn bahan 
Lem bar an Negara Rcpu blik Indonesia Nornor 
4737); 

9. Perar uran Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang 
Kornitc lnovasi Nasional; 

10.Peraturan Gu ber n ur Jawa Tcngah Nomor 73 
Tahun 2011 tentang Penyclcnggaraan Penclitian 
Dan Pengernbangan Di Lingkungan 
Pcmcrtn tah an Dacrah Provinsi Jawa Tengah. 
(Serita Dacrah Provinsi Jawa Tenga.h Tahun 
2011 Nomor 73); 

11. Pera tura n Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 
Tahun 2012 tentang Sistern Inova si Daerah 
Provin si .Jawa Tcngah (Serita Daerah Provinsi 
Jawa Tcngah Tahun 2012 Nomor 65); 

- 



5. Inova si adalah .kegiatan pcnelitian, pengembangan, dan/atau 
pcrekaya-saan yang bert ujuan mengembangkan penerapan praktis 
nilai dan konteks ilmu pengerahuan yang ba ru, atau cara baru 
urrtu k menerapkan ilmu pcngctahuan dan teknologi yang ielah 
ada ke dalam produk atau proses produksi. 

6. Sistcm Inovasi Dacrah yang selanju tnya disingkat SIDa adalah 
keseluruhan proses dalarn suatu sistcm untuk 
menurnbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi 
pcmcrint.ah. pcruer.ntah dacrah, lcmbaga kelitbangan, lernbaga 
pendidikan , lembaga penunjang inova si , dunia usaha, dan 
ma sya raka t di daerah , 

7. Sistern Inovasi Daerah Kabu paten Blora yang selanjutnya 
dis ingkat SIDa Ka bu pa ten Blo ra adalah keseluruhan proses da larn 
suatu sistern untuk rnenumbuhkembangkan inovasi yang 
di lak uk an an tar inst.itust perner in tah , perne r in tah dacrah , lcmbaga 
kclitbangan, lembaga pendi<likan, lembaga pcnunjang inovasi, 

Pasal 1 
Dalarn Peraruran Bupati ini yang di.maksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupatcn Blora. 
2. Pernerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pcmerintahan Daerah vang memimpin pelak sa naan u rusan 
perner intahan yang menjad i kcwcno ngan daerah otonom. 

3. Bu pati adalah Bupati Blora 
4. Badan Pcrcricanaan Pern bangunan Daerah adalah penyelcnggara 

fungsi pcrcncanaan kabupatcn yang mcmiliki tugas pokok 
rnelak sanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah d i 
bidang perencanaan pcmbangunan, statistik dan pcnelitian dan/ atau 
pcngcmbangan daerah. 

BAB I 
KETl:<:I\TUA'J UMUM 

PERATl'RAN BUPATI TEt-:TANG PENGUATAN 
SI STEM IJ\OVASJ DAERAH KABUPATEN BLORA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12. Pcraru ran Daerah Ka buparen Blora Nomor 12 
Tahun 201 l tcntang Organisasi dan Tata. Kcrja 
Lcm ba ga Tck n is Da cr a h Kab upu ten Blor a 
(J.embaran Daer ah Kabupaten Blora Tahun 
201 J Nornor J 2, Ta mba hnn Lern bara n Daerah 
Kabupaten Blor a Nomor 12) sebagaimana telah 
d iu ba h dcnga n Pcrar.uran Dacrah Kabupatcn 
Blora Nom or 6 Tahun 2014 ten rang Perubahan 
Alas Pera turun Daerah Kabupaten Blora Nornor 
12 Ta h un 2011 ten tang Organi sasi dan Tata 
Kerja Lcmbaga Teknis Daer ah Kab uparen Blor a 
(Lemharan Daerah Kabupaten Blora Tah un 
2014 Nornor 6, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Ka bupaten Blora Nomor 6). 

-- 

- 



Pasal 4 
Penataan unsur S!Da Kabupaten Bloru sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 2 huruf b meliputi: 

BAB IV 
PENATAAN UNSUR SIDa KABl:PATEN BWRA 

Pa sal 3 
( 1) Kebijakan penguatnn S!Da Ka bupaten Blora sebagairnana dirnaksud 

dalarn Pasal 2 huruf a dilakukan dcngan penyuxunan roadmap 
SJDa Kabupatcn Blora, yang mcmuat: 
a. kondisi S!Da Kabupaten Blora saat ini; 
o. tanrangan dan peluang S!Da Kabupaveri Blor a; 
c. kondisi !:llDa Kabupatcn Blora yang akan dicapai; 
d. arah kcbijakan dan stratcgi pcnguatan SlDa Kabuparen Elora; 
e. fokus dan program prioriras 81Da Kabupaten Blora; dan 
f. rcncana aksi penguaian S!Da Kabupaten Blora. 

(2) Roadmap S!Da Kabu paten Bloru sebagaimana dirnak sud pac!a ayat 
(I) mcngakornodir program clan kcgiatan yang dide nai dari a nggaran 
pcndapatan clan bclanja n egar a , anggaran pcndapatan dan 
bcla nja dacrah provin si , anggaran pendapatan dun belanja daerah 
kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mcngikat serta 
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kclitbangan. 

(3) Roadmap scbagaimo.na dimaksud dalam ayat (1) clitetapkan dengan 
Kepuiusan Bupati. 

BAB Ill 
KEBIJAKAN PENGUATAN SIDa K>\BUPATEN BLORA 

Pasal2 
Ruang lingkup penguatan S!Da Kaoupaten Blora meliputi: 
a. kebijakan penguatan SIDa Kabupaten Blora; 
b penataan un sur S!Da Kabupatcn Blora; dan 
c. pengemoangan S!Da Kabupaten Blora. 

BAB II 
RUAl\'G i.,INGKt;P 

d unia u saha , da n masyarakat di daerah dalam rangka 
mernperccpnt perwujuda n ma sya raka r yang serna kin sejab tera, 
mere spon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi 
clan misi Bupati Blora. 

8. Te kriologi ad alah cara atau metode serta proses atau prod uk yang 
dihasilkan dari penerapan clan pemanfaato.n berbo.gai disiplin ilmu 
penget.a h uan yang mcn ghaailkan nilai bagi pcmc mrhan kebutuhan, 
kelangsungan, dan pcrrirrgka ta n mu cu kchidupan manusia. 

9. Rcncana Pembun gu rian .Jarigka Menengah Daerah Ka b upare n 
Blora yang selanjur.nya di si ngkat RP.JMD Kabupaten Blora adalah 
dokumcn perencanaan peinbangunan daerah Kabupaten Blora untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

10. Re ncaria Kcrja Pcrnerintah Daerah Kabupaten Blora yang 
selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Blora adalah dokumen 
perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Blora unruk periode 1 [saru] 
tahun. 

·- 

-- ..... 

-- 



Pa sal 7 
(1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mcndukung 
terciptanya kondisi yang kondusif hagi penguatan SIDa Kabupaten 
Blora. 

(2) Penataan terhadap pcraturan Per-undarig-urrdangan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1). dilakukan dengan mclakukan pengkajian. yang 
hasilnya bcrupa mcrnbcuruk, mcnctapkan, rnerubah dan/atau 
mencabut pcraruran perundang-undangan daerah terkait penguatan 
SlDa Kabupaten Blora. 

Paragraf 2 
Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Pasal 6 
(1) Dalarn rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan penguatan dan 

pengembangan SIDa Ka b u p a te n Bl o r a , pe r l u membentuk 
Kan tor Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Penelitian dan Pengembangan Daerah 
pada Sadan Percncanaan Pembangunan Daerah, ata.u sebutan lain. 

(2) Sebelum dibentuk lembaga/ organisasi sebagaimana tersebut pada 
ayat ( 1), penataan lembaga/organisasi S!Da Kabupaten Blom. 
dilakukan dengan: 
a. mcningkatkan kapasitas dan per an Sub Bidang 

Pe n e l i t i a n d a n Pengembangan Daer ah pada Bidang Penelitian 
Pengcmbangan da n Statistik Sadan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dalam rnembantu pelaksanaan tugas Tim 
Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Blora; 

b . m e la k u k a n ke-rjasarna pe mberdayaan kelitbangan dengan 
Pemerintah, Pemerinmh Kabupaten ZKota, dunia usana, lernbaga 
perididikan dan z aiau organis .. si kcmasyarakatan scsuai kcbutuhan 
dacrah. 

Paragraf 1 
Penataan Lembaga/ Organisasi 

Pc1 sal 5 
Pcnarnan kelernbagaan SIDa Kabupatcn Blora sebagaimana climaksud 
dalam Pasal 4 huruf a terdiri aras: 
a. penataan lembaga/organisasi; 
b. peria taan peraturan perundang-undangan; dan 
c. penataan norma/ etika/budaya. 

Bagian Kesatu 
Penataan Kelernbagaan S!Da Kabupaten Blora - 

penataan kelernbagaan S!Da Kabupaten Blora; 
peria ta an jar ingan SIDA. Ka bupate n Blora; dan 
pcnataan surnber daya Sll)a Kabuparen Blora. 

a. 
b. 
c. 



Pasal 12 
Optimalisasi pendayagunaan I lak Kekayaan lntelektua.l, inforrnasi, 
sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 9 huruf c, dilaku.kan melalui: 
a. pcrnanfaatan hak kckayaan intclcktual; 
b. pemanfaatan inforrnasi SlDa: <.io.n 
c. pcmanfaatan sarana dan prasarana S!Da. 

------. 

Paragraf 3 
Optirnalisasi Pcndavagunaan Hak Kekayaan Intelektual, 

informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan don teknologi 

Pasal 11 
Mobilisasi Surnber daya manusra sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 
huruf b, dilakukan menurur kepakara n, kcahlian, kornpetensi, 
dan/ar.au kererarnpilan surnber daya manusia uniuk penguatan S!Da 
Kabupaten Blora sesuai keientuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 2 
Mobilisasi Surnbcr Daya Manusia 

Pa sal 10 
Kcrnunikasi interaktif antar iembaga/ organisaei sebagaimana dimaksud 
d alarn Pasal 9 huruf a. dilakukan melalui: 
a. kerjasarna penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, 

lokakarya, don kcgiotan scjcnisnva; 
o. mcnjalin kerjaaama kelitbangan antar lembaga/organisasi S!Da; 
c. kcrjasarna kcahlian dan kctcrarnpilan surnberdaya rnanusia untuk 

pcnguatan S!Da antar kabupateo /kota, antar satuan kcrja pcrncrintah 
daerah dan antara lcmbaga pcmerintah dan lembaga non pernerintah. 

- 
Paragraf 1 

Komunikasi Interaktif Ancar Lembaga/ Organisasi Silla 

Pasal9 
Penataan ja.ringan Silla Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 4 huruf b, dilakukan rnclalui: 
a. komunikasi int.eraktif antara lembaga/organisasi S!Da; 
b. mobilisasi sumber daya manusia: dan 
c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, 

sarana dan prasarana ilmu pcngetahuan dan teknologi. 

Ba gia n Ked'ua 
Pcnataan .Jaringan SIDa 

Pasal 8 
Penataan rerhadap nom1fl/e.r.ikn/bu<lnyfl sebagaimnn» dimaksud Pasal 5 
rruruf c, dilak ukun dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai 
nilai sosial bagi pcnguatan S!Da Kabupatcn Blora. 

Parngraf 3 
Penataau Norma 



Pasal 16 
Pernetaan potensi dun analisis SIDa sebagairnana dimaksud da.lam Pasal 14 
ayat (1) huruf b, dilakukan rnelalui: 
a. idcntifikasi dan pcngumpula.n data; 
b. pemetaan; dan 
c. analis.s fa.ktor kcbijakan, uusur SlDa, program dan kcgiatan. 

Bagian Kcdua 
Pcrnctaan Potcnsi Dan Analisis S!Da 

Pasal lS 
Pcrnbangunan komitrnen dan konsensus unsur-unsur SIDa di duerah 
sebagaimana dimaksud daiarn Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui 
soaiaiisa si, fasilitasi, dan alokasi sumber daya S!Da. 

Bagian Kesatu 
Pengernbangan Kornitrnen dan Konsensus Unsur-Unsur SIDa di Dacrah 

Pasal 14 
(1) Pengcmbangan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 

rnelipuu: 
a. pcngcmbangan komiunen dan konscnsus unaur-unsur SIDa di 

Daerah ; 
b. pcmctaan potensi dan analisis SIDa; dan 
c. perr.berlanjutan penguatan S!Da. 

[2j Pengembangan S!Da se ba ga im an a dimaksud pad a ayat (l) 
dcngan me mperhat ik an bcrbagai prioritas kcrangka 
pcm ba ngurian , mcrcspon pcrubahan lingkungan dinarnis serta 
sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pernbangunan di 
Daerah. 

BAB V 
PE!'\GEMBANGAJ\" S!Da KABUPATEN BLORA 

Pasal 13 
[L] Penataan aurnbcr daya SIDa sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 

huruf c, meliputi: 
a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan rematik 

dan/alau spesifikasi surnber daya SIDa; 
b. pcngcrn bangan kompeten si manusia dan pengorganisasiannya; 
c. pengem bangan struktur dan strata keahlian jenja.ng karir: 
d. periingkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaa.n intelektual; 
e. pernanfaatan data dan informasi; dan 
r pengcmbangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
(2) Penataan sumber daya SIDa Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud 

pada ayat il) dila.kukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna 
sumber daya 8!Da Kabupaten Biora. 

Bagian Ketiga 
Pcnataan Sumbcr Daya S!Da Kabupatcn Blora 

--- 



a. menyusun dokumen Roadmap pcnguatan SlDa Kabupaten Blora: 
b. melakukan idcntiflkasi, inventarisasi. sinkronisasi dan sincrgi 

penguatan S!Da Kabupaten Blora; 
c. mernbangun implernentasi penguatan SlDa Kabupaten Blora dalarn 

rangka pcngcmbangan budaya inovasi; 
d. mclakukan penataan, perigembangan dan analisis potensi 

Daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SlDa Kabupatcn 
Blora; 

e. mcrnbcrikan masukan dar; perumbangan mcngcnai prioritas 
program dan rencana aksi, tcrmasuk alokasi pembiayaan dan 
fasilitas untuk pcnguatan SlDa Kabupaten Blora yang 
mcnghasilkan produk-produk inovatif; 

L mempersiapkan rurnusan kebijakan penguatan SlDa Kabupaten 
Blora; 

mernpunyai rugas: 

Pas«I 20 
[l)Tirn Koordinasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 19 ayat (2), 

--- 

Pasal 19 
( 1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDa Kabupaten Blora 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, Bupati membentuk Ti.m 
Koordinasi Penguatan S!Da Kabupaten Blora. 

{2) Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Blora sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Pengarah Bupati / Wakil Bupati 
b. Ketua Sekretaris Daerah. 
c. Sekretaris Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah. 
d , Anggota SKPD t e r k a i t d e n ga n kegiatan i n ov a s i , 

pe n e lit ian d a n pengembangan sesuai dengan 
kebutuhun dan kcmarripuan Daerah. 

(3) Tim Koordinasi Pcrrgu at a n SJD.i Kabupatcn Rlorn sebagaimaria 
dimaksud pada ayat (1) diretapkan dengan Keputusan Bupati, 

BAB VT 
TIM KOORDINJ\Sl PENGUATAN' SIDa KABUPATEN BLORA 

Pasal 18 
Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa Kabupaten Blora 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17, rnenjadi bahan acuan dalam 
pcnyusunan RKPD tahun berikutnya. 

-- 

Pa sa l ]7 
(1) l\:mbcrlanjuw.n penguatan SIDn Kabupaten Blora sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan 
hasil evaluasi pclaksanaan pcnguatan S!Da. 

(2) Fvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dilakukan paling 
sedikit 1 (satu) tahun sckali. 

Bagian Ketiga 
Pemberlanjutan Penguatan S!Da Kabupatcn Blora 



-- 

Pasal24 
(I) Bupati melaporkan pclaksanaan pcnguatan S!Da kabuparen kepada 

Mcntcri Negara Risct dan Tcknologi melalui Gubemur dengan ternbusan 
kepada Mcnteri Dalam Negeri. 

(2j Lapora.n sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disarnpaikan saru kali 
dalam sa111 tahun. 

HJ\8 IX 
PELA PO RAN 

Pasal 23 
Pernbiayaan penguatan SIDa bersurnber dari: 
a. Anggaran Pendapctan Dan Belanju Negara; 
b. Anggaran Pendapaian Dan Bclanja Daerah; dan/atau 
c. Surnber dana lain yang sah dan tid ak mcngikat. 

BAB Vil! 
PEMBIAY/\AN 

Pasal 22 
Pembinaan penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
rneliputi: 
a. koordinasi penguatan S!Da; 
b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SJDa; 
c. pernberian bimbingan, supeivisi dan konsultasi pelaksanean 

penguatan SIDa; 
d. pcndidikan dan pelatihan: 
e. metaksanakan kegiatan kcEtbangan dalam rangka penguatan S!Da; 

dan 
f. pcrcncanaan, peman tauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan S!Da. 

---- .. 

Pasal 21 
Bupati melaksanakan pembinaa.n dalam ra.ngka penguata.n S!Da Kabupatcn 
Blora. 

BAB VII 
PEMBINAAN 

g. mcngkoordinasikan pcnyusur.an program <Jan kcgiaian 
pcnguatan SJJJa Kabupatcn Blora; 

h. rncmadukan kebijakan-kebijakan antar Saruan Kcrja Pcmerintah 
Dacrah dengan pernerintah Pusar clan Provinsi unruk penguatan 
S!Da Kahupaten Blora; 

1. rnelukukun monitoring da.n evaluasi, terhadap pelaksariaan 
kebijakan dan program pcriguatan S!Da Kabupatcn Blora. 

(2j Dalarn rangka ketancara n pelaks.ariaan rugas Tim Koordiriasi 
Pcnguatan S!Da Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud pada ayat 
(!) Kctua dapat, membent uk Sekret ariat. 

(3) Tim Koordinasi Pcnguatan S!Da scbagaimana pada ayat (l) 
berkewajiban melaporkan pelak se naa n rugas nya dan bertanggung 
jawab kepada Bupari. 



HERITA DA8RAH KARl;PATF:N RLORA TAHUN 2015 NOMOR 1° 

\H KABUPATtN l:lLOH.A 
KEHUTA.'J/\..\J, 

Nl.JGROHO 

Ditetapkan di Blor a 
p ggal 1" .. " i, ., 1)1_ ', 

Diundangkan di Blora 
pada tanggal "n 10 ,, t 2015 

pcngundangan 
Bcrita Daerah 

rncngctahuinya. mcrncrin tah ka n 
dcngan pcncmpatannya dalarn 

Agar scuap orang 
Pcraruran Bupatiini 
Kabupaten Blora. 

Pasal ~j 
Pernruran Bupari ini mulai berlaku pnda rnnggal diundangknn. 

KAB X 
PE>IUTUP 


